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Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
Kementerian Perdagangan sebagai wadah pendayagunaan
bersama atas dokumen hukum secara tertib dan terpaduy,
sarana pemberian pelayanan informasi hukum yang lengkap
dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah.
Juga untuk meningkatkan kualitas pembangunan hukum di
bidang komunikasi dan informatika, serta pelayanan kepada
publik. Dikelola oleh Biro Hukum Kementerian Perdagangan,
dengan dasar hukum pengelolaan sebagai berikut:

1.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

2.Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019
tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi
Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 692);

3.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2024
tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum
Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 355);

4.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 53);

5.Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 896 Tahun 2024
tentang Pembentukan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum Kementerian Perdagangan.
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FITUR-FITUR

PROFIL

1.Dasar Hukum JDIH
2.Visi Misi JDIH
3.Struktur Organisasi
4.SOP

5.Contact Person

INFORMASI LAINNYA

1.Pencarian Peraturan Perundang-undangan;
2.Pencarian Monografi Hukum;

3.Pencarian Artikel Hukum;

4.Pencarian putusan hukum; dan

5.Pencarian Naskah Kerja Sama.

PENCARIAN DOKUMEN HUKUM

1.Berita

2.Rancangan Peraturan

3.Simplifikasi

4.Bantuan Hukum bagi ASN Kementerian Perdagangan
5.Glosarium

6.SARAH (Sistem Administrasi Hukum)
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SOP PUBLIKASI
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SOP PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASIDAN
INFORMASIHUKUM m

SOP melibatkan Biro Hukum dan Unit Terkait. Bagi dokumen
hukum yang tidak wajib untuk dilakukan publikasi di JDIH
seperti Surat Keputussan Menteri, publikasi dilakukan
berdasarkan permohonan unit terkait. Pada tahapan
memeriksa dan memilah dokumen juga dilakukan
pemeriksaan format OCR dokumen. Jika dokumen tersebut
belum berformat OCR, tim JDIH akan melakukan konversi
ke format OCR sebelum di publikasi.
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PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN

A. PENCARIAN SEDERHANA
Untuk mencari dokumen Peraturan Perundang-undangan

berdasarkan kata kunci dapat menggunakan fitur
pencarian yang tersedia di halaman utama:
1.Kunjungi tautan https://jdih.kemendag.go.id/
2.Masukkan kata kunci pada kotak pencarian
3.Klik tombol "Cari” atau tekan Enter
4.Sistem akan menampilkan hasil pencarian yang
relevan

Beranda Profil Dokoumen Hukium * Informaal Lainmya ¥
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Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum
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B. PENCARIAN LANJUTAN
Untuk pencarian yang lebih spesifik, gunakan fitur

pencarian lanjutan:
1.Pada laman Beranda https://jdih.kemendag.go.id/
terdapat fitur pencarian berdasarkan kata kunci, Jenis
Dokumen, dan Tahun
2.Isi parameter pencarian yang diinginkan (jenis
peraturan, tahun, nomor, dlil.)
3.Klik tombol "Cari"
4.Sistemm akan menampilkan hasil yang sesuai dengan
kriteria pencarian.

WEMEWTERIAN PERDAGAMGAM R

Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum
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NASKAH KERJA SAMA

Untuk mencari Naskah Kerja Sama dapat menggunakan fitur
pencarian yang tersedia pada laman “Naskah Kerja Sama”
1.Kunjungi tautan https://jdin.kemendag.go.id/
2.Pada navigasi utama “Dokumen Hukum” pilih “Naskah
Kerja Sama”
3.Masukkan kata kunci pada kotak pencarian
4.Untuk pencarian lanjutan dapat mengisikan parameter
pencarian yang diinginkan (tahun, judul Naskah Kerja
Sama)
5.Klik tombol "Cari” atau tekan Enter
6.Sistem akan menampilkan hasil pencarian yang relevan

Ciakairmen Hukum =

Q. Cari Naskah Kerja Sama
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MONOGRAFI HUKUM

Pencarian Monografi Hukum dapat menggunakan fitur
pencarian yang tersedia pada laman “Monografi Hukum”.
1.Kunjungi tautan https://jdih.kemendag.go.id/
2.Pada navigasi utama “Dokumen Hukum” pilih
“Monografi Hukum”
3.Masukkan kata kunci pada kotak pencarian
4.Klik tombol “Cari” atau tekan Enter
5.Sistem akan menampilkan hasil pencarian yang relevan

\ . \
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ARTIKEL HUKUM

Untuk melihat dan membaca Artikel Hukum dapat
menggunakan fitur pencarian yang tersedia pada laman
“Artikel Hukum”
1.Kunjungi tautan https://jdih.kemendag.go.id/
2.Pada navigasi utama “Dokumen Hukum” pilin “Artikel
Hukum”
3.Masukkan kata kunci pada kotak pencarian
4.Untuk pencarian lanjutan dapat mengisikan parameter
pencarian yang diinginkan (tahun, judul artikel)
5.Klik tombol "Cari” atau tekan Enter
6.Sistem akan menampilkan hasil pencarian yang relevan

Q, Cari Artikel
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PUTUSAN HUKUM

Pencarian atas Putusan Hukum yang berkaitan dengan
Kementerian Perdagangan dapat menggunakan fitur
pencarian yang tersedia pada laman Monografi Hukum.

1.Kunjungi tautan https://jdih.kemendag.go.id/

2.Pada navigasi utama klik “Dokumen Hukum” pilih

“Putusan Hukum”

3.Masukkan kata kunci pada kotak pencarian

4.Klik tombol “Cari” atau tekan Enter

5.Sistem akan menampilkan hasil pencarian yang relevan

_________

Q, CariPutusanHukum
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MENGUNDUH DOKUMEN
HUKUM

Seluruh Dokumen Hukum dapat diunduh dalam format PDF
dengan cara:
1.Buka halaman detail dokumen hukum yang akan
diunduh
2.Klik tombol "Unduh " atau ikon unduh
3.Pilih lokasi penyimpanan di perangkat Anda
4.Dokumen akan tersimpan dan dapat dibuka
menggunakan aplikasi pembaca PDF
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MELIHAT BERITA HUKUM

Untuk mengakses berita dan informasi hukum terkini:
1.Pada navigasi utama klik menu “informasi lainnya” lalu
klik “Berita”
2.Pada laman berita terdapat Berita Foto dan Berita
Video yang dapat dipilih
3.Klik judul berita untuk membaca isi berita secara
lengkap
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MASUKAN PADA
RANCANGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Untuk memberikan masukan pada Rancangan Peraturan
Perundang-undangan produk hukum Kementerian
Perdagangan melalui laman berikut:
1.Pada navigasi utama klik menu “informasi lainnya” lalu klik
“Rancangan Peraturan”
2.Masukkan kata kunci pada kotak pencarian

Beianda Prohil
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Untuk pencarian lanjutan:
1.Mengisikan parameter pencarian yang diinginkan (kata
kunci, tahun, jenis, tematik yang diinginkan, dan komoditi
yang diinginkan)
2.Klik tombol "Cari” atau tekan Enter
3.Sistem akan menampilkan hasil pencarian yang relevan
4.Buka halaman detail Rancangan Peraturan yang akan
diberi masukan
5.1si Nama, Surel, Instansi, dan masukan pada kotak yang
tersedia
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MENGAJUKAN BANTUAN
HUKUM

Bagi Pegawai Kementerian Perdagangan dapat mengajukan
permohonan Bantuan Hukum:
.Pada navigasi utama klik menu “informasi lainnya” lalu klik
“Bantuan Hukum”
2.Terdapat menu “Tanya Hukum”, “Konsultasi Hukum”, dan
“Pendampingan Hukum” klik menu pilihan
3.Sistem akan menampilkan detail menu yang dipilih
4.1si Nama, Unit kerja, Nomor Telepon, NIP, Jabatan, Surel,
ringkasan permasalahan, dan dokumen pendukung pada
kotak yang tersedia.
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MENGHUBUNGI
ADMINISTRATOR

Jika Pengunjung memiliki pertanyaan atau membutuhkan
bantuan:
1.Pada laman “Beranda” terdapat logo Whatsapp
2.Klik logo Whatsapp pada ujung bawah kanan Beranda
3.Pengunjung akan diarahkan untuk membuka Whatsapp
pada nomor Contact Person JDIH Kemendag
4.Tuliskan keluhan dan saran yang ingin disampaikan

Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum
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A. SARAH (SISTEM ADMINISTRASI DOKUMEN HUKUM)
SARAH merupakan fitur untuk memudahkan Pegawai

Kementerian Perdagangan dalam mengirimkan
permohonan telaah dokumen hukum kepada Biro Hukum.

B. GLOSARIUM DAN SIMPLIFIKASI
Glosarium  merupakan  fitur  untuk  memudahkan

pengunjung mengetahui arti dari kata yang digunakan
dalam dokumen hukum. Simplifikasi menunjukan ringkasan
data dokumen dan informasi hukum yang terdapat dalam
JDIH Kemendag.

Q Cari Glosarium
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FITUR LAINNYA

C. MENCARI KATA DALAM DOKUMEN
Pengunjung dapat melakukan pencarian lanjutan berupa

mencari kata/kalimat yang terdapat dalam dokumen
hukum, dengan cara:
1.Cari dokumen hukum yang diinginkan
2.Buka detail dokumen
3.Tuliskan kata yang ingin dicari pada logo pencarian
4.Sistemm akan menampilkan kata yang dicari pada
dokumen terkait
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HUBUNGI KAMI

Biro Hukum Sekretariat
Jenderal Kementerian
Perdagangan

jdih.kemendag.go.id

@ Gedung Utama Lt.7, JI. M.I. Ridwan Rais
No.5 7, RT.7/RW.I, Gambir, Kecamatan

Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 10110



